Pengelolaan PEN Pemda Harus Realistis, Dewan : Yang Berpeluang, Itu Yang Dikerjakan
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https://gorontalopost.id/2022/10/01/pengelolaan-pen-pemda-harus-realistis-dewan-yang-berpeluang-itu-yang-dikerjakan/

Gorontalopost.id- Komisi Il Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo
Utara (Gorut), menegaskan kepada pengelola dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk dapat
bersikap realistis, jika memang tidak bisa dikerjakan, sebaiknya dikembalikan saja, agar tidak

menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi 2, Ridwan R. Arbie dan anggota Komisi 2
lainnya, Gustam Ismail belum lama ini terkait dengan evaluasi pengelolaan dana PEN yakni Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Sidiki
(RSUD ZUS). “Kami tentunya berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelolah dana
PEN, harus bersikap realistis, jika tidak berpeluang Selesai, maka sebaiknya tidak usa dikerjakan.

Kembalikan saja agar tidak menjadi beban APBD kedepan” tegas Ridwan

Menurut Ridwan dari evaluasi pihaknya, ada beberapa program yang tidak lagi berpeluang untuk
dikerjakan atau diburuh waktu. “Memang ada beberapa yang kita lihat seperti jalan Pontolo-

Ombulodata, kemudian ada juga rumah sakit yakni city scan jelasnya.

OPD terkait dihimbau untuk tidak memaksakan pelaksanaan pekerjaan dan diminta untuk melihat

lagi waktu serta pelung terhadap capaian nantinya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Legislatif (aleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Gustam Ismail agar OPD melihat dan memperhatikan peluang pelaksanaan pekerjaan nantinya.
“Seperti jalan nanati yang sudah 3 kali gagal tender, itu dilihat lagi peluang pelaksanaannya. Jika
memang tidak bisa dikerjakan, maka jangan dilaksanakan. Tidak hanya di PU, rumah sakit juga

harus dilihat peluangnya” ujar Gustam.
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Olehnya OPD terkait diharapkan untuk memperhatikan peluang dan waktu yang tersedia, jika

memang masih ada peluang, silahkan dikerjakan

Sumber Berita :

Gorontalopost.id, Pengelolaan PEN Pemda Harus Realistis, Dewan : Yang Berpeluang, Itu Yang

Dikerjakan,https://gorontalopost.id/2022/10/01/pengelolaan-pen-pemda-harus-realistis-dewan-yang-

berpeluang-itu-yang-dikerjakan/ [ diakses pada 1 Oktober 2022]

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 sebagaiamana sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatkan Ekonomi Nasional, mengatur
bahwa:

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya
disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang
merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk
mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;

b. Pasal 2 menyatakan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan
meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya;

c. Pasal 3 menyatakan bahwa Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:

1) asas keadilan sosial;

2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyal;

3) mendukung Pelaku Usaha;

4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik,
transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;

5) tidak menimbulkan moral hazard; dan

6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan

kewenangan masingmasing.
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7) Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pinjaman Pemulihan
Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan
pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk
digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian
dari Program PEN;

b. Pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang berwenang mewakili PT SMI
bersama Kepala Daerah;

c. Pasal 13 ayat Ayat 4 yang menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:

1) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;

2) hak dan kewajiban para pihak;

3) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;

4) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;

5) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;

6) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;

7) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;

8) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;

9) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna

pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;

10) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;

11) biaya provisi;

12) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;

13) perubahan perjanjian; dan

14) penyelesaian sengketa.

d. Pasal 13 Ayat 7 menyatakan bahwa Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf m dapat dilakukan dalam hal :

1) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau;
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2) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mangatur

bahwa:

a.

Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;

. Pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

Pasal 1 angka 53 menyatakan bahwa Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran
RPIJMD;

. Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana
Perangkat Daerah;

Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

1) RPJPD;

2) RPJMD; dan

3) RKPD.

Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan
RTRW,;

. Pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf

b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD,
RTRW dan RPJMN;dan
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h. Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
¢ merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

i. Pasal 176 ayat 1 menyatakan bahwa Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah
bersumber dari APBD;

j. Pasal 176 ayat 2 menyatakan bahwa Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta

dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.
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